Menimbang

Mengingat

251 ma
BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR ]’_? TAHUN 2017

i TENTANG
TA f‘A CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 ayat
(1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara

Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
. bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata

Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dipandang belum memadai
dalam mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1939 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lerdbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara {LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864); '

9. Peridturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2,
3.
4

Daerah adalah Kabupl’iten Muna.

Bupati adalah Bupati j‘?[una.

Camat adalah Perangkjc‘_lt Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pernigadaan Barang/Jasa di Desa [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA
DI DESA.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Muna.

Bupati adalah Bupati Muna.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan'__‘lmengurus urusan pemerintahan, kepentingan masvarakat setempat
berdasarkan prakars'é masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam '_éistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa ;hdalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kkepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan
kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



10.

11.

12,

13/

14.

15.

16.

17.

Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala
Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPEDes
adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilaidengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yangberhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yangditetapkan dengan Peraturan
Desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah
Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan
keuangan desa.

Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa di desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa
adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan
dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.

Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan
barang/jasa. .

Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim
yvang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah
Cesa dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa
dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa. -

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai dengan
tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah
pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
Pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
b. pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk
dalam ruang h'ngku‘ﬁ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Présiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB 111
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5
Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
a. memaksimalkan penggunaan material dan/atau bahan dari wilayah setempat;
b. gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
¢. memperluas kesempatan kerja; dan

‘d. pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak dapat
dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan
oleh Penyedia Barang] Jasa yang dianggap mampu.

Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimakstud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan/atau
lokasi usaha dan Nonlbr Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain ketentuan sebégaimana dimaksud ayat (2), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan
konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

a.

efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan
kualitas yang maksimum;

efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa
yang berminat;

pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana
pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju
kemandirian masyarakat;

R



€. gotong-royong, yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan

f. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan
pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika
scbagai berikut:

a. bertanggungjawab;
b. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
¢. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan TPK

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dibentuk TPK.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibensituk melalui musyawarah desa.

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur
LPMD.

() Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Seksi
Pembangunan dan/atau Kepala Seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

(5) Unsur LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, adalah ketua dan/atau anggota LPMD,
yang secara hierarkis aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.

(6) TPK ditetapkan sesiai kebutuhan yang terdiri atas:

a. Ketua, berasal dari Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala Seksi lainnya;
b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD; dan
c. 1 {satu} orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LPMD.

(7) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki mtegﬂtsig, disiplin, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya; a |

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan
nepotisme;

c. menandatangani pakta integritas;

d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dan/atau

- Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;

e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas

atau pekerjaan.

Pasal 10
(1} Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK.
(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, diberikan untuk kegiatan
pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
(3) Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sebesar 3 % (tiga perseratus} dari nilai kegiatan dalam APBDesa.



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

Biaya operasional TPK digunakan untuk:

Mo R0 gD

g.

biaya alat tulis kantor (ATK) dan penggandaan dan/atau cetak;
biaya makan dan minum rapat;

biaya transportasi;

honorarium pengurus TPK;

biaya prasasti; ¢

papan informasi kegiatan; dan -

lain-lain (sesuai kebutuhan TPK).

Besaran honorarium pengurus TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diatur
dengan Keputusan Kepala Desa.

Biaya makan dan minum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) huruf b dan huruf ¢, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelclaan
Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang TPK

Pasal 11

TPK memiliki tugas dé.n kewenangan sebagai berikut:

a.
b.

=R th @

j-

k.

mengumumkan réaicana umum pengadaan barang/jasa pada tempat yang strategis;
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar setempat atau
harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut
pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan,;

menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar dan/atau desain rencana kerja

- sederhana;

menetapkan Penyedia Barang/Jasa;

membuat rancangan surat perjanjian;

menandatangani surat perjanjian,

menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;

memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya
dan selanjutnya’dievaluasi setiap minggu untuk pembuatan laporan bulanan,;
mempertanggiing jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang menjadi
kewajibanya; dan

melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada
Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli dan/atau
tenaga teknis yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pendamping Desa dan/atau dari
masyarakat desa setempat sesuai dengan keahlian di bidangnya,;

TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan
Penyedia Barang/Jasa apabila:

a.
.

belum tersedia anggaran; dan/atau
melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

, Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa acdalah
pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa.
Pengaturan tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
b. pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk
dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

BAB 11
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5
Pengadaan barang/jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola.
Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
memaksimalkan penggunaan material dan/atau bahan dari wilayah setempat;
gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
memperluas kesempatan kerja; dan
. pemberdayaan ma!_ﬁs.yarakat setempat.

SR

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak dapat
dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan
oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat dan/atau
lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan
konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Prinsip pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

a.

efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan
atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan
kualitas yang maksimum;

efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan Kebutuhan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

transparan, yaitu semua Ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa
bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa
vang berminat; -

pemberdayaan masyarakat, yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana
pembelajaran bagi iilasyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju
kemandirian masyarakat;




e. Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma
olehmasyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
f. Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkaitdengan

pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
{

Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa
: . : Pasal 8
Para pihak yang ' terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa
harusmematuhi Etika sebagai berikut :
a. Bertanggungjawab;
b. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
¢. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

i

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan
Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk TPK.

(2) TPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui musyawarah desa.

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur PemerintahDesa
dan LPMD.

(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksudayat (3), adalah Kepala Seksi
Pembangunan dan/atau Kepala seksi lainnya yangmemiliki kemampuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya;

(5) Unsur LPMD sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah ketua/anggota LPMD,
yang secara hirarkis aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya;

(6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:

a. Ketua, berasal dari kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi
lainnya; ) ;

b. Sekretaris, berasal dari unsur LPMD;

c. 1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari
unsur LPMD.

(7) Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagali
berikut :

a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam
melaksanakantugas dan fungsinya;

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi,kolusi,
dan nepotisme;

c. menandatangani pakta Integritas;

d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan
dan/atau Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;

e. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap
tugas/pekerjaan.

Pasal 10

1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada TPK;

2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk kegiatan

~ pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3) Besaran biaya operasional TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud
ayat (2) sebesar 3 % (tiga perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa;



4)

S)

6)

(1)

(2)

(3)

Biaya operasional TPK digunakan untuk :

Biaya ATK dan Penggandaan/cetak;
Biaya makan/minum rapat;

Biaya Transportasi;

Honorarium pengurus TPK;

Dan lain-lain (sesuai kebutuhan TPK

®o oo gp

Besaran honorarium pengurus TPK sebagaimana dimaksud ayat {4} huruf d,
diatur dengan Keputusan Kepala Desa;

Biaya makan/minum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat
{4) huruf ¢ dan huruf d diatas, mengacu pada Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Bagian Kedua
Tugas Dan Wewenang TPK

Pasal 11
TPK memiliki Tugas dan Kewenangan sebagai berikut:

a. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada
tempat-tempat yang strategis;

b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan hargapasar setempat
atau harga pasar terdekat dari desa tersebut denganmemperhitungkan biaya

. angkut pengambilan atas barang/jasa yangakan diadakan;

c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;

Khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar/Desain rencana kerja

sederhana;

Menetapkan penyedia Barang/jasa;

Membuat rancangan Surat Perjanjian;

Menandatapg"ani Surat Perjanjian;

Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa;

Memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung

jawabnya dan selanjutnya dievaluasi setiap minggu untuk pembuatan

laporan bulanah; :

j. Mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik yang
menjadi kewajibanya;

k. Melaporkan sernua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaanBarang/Jasa
kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara SerahTerima Penyelesaian
Pekerjaan. ‘

0.
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Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga
ahli/teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil, Pendamping desa dan/atau
dari masyarakat desa setempat sesuai dengan keahlian dibidangnya;

TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat
perjanjian dengan penyedia Barang/Jasa apabila:

a. Belum tersedia anggaran;
b. Melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.



BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Melalui Swakelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

{1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan,
penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

(2} Khusus untuk pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu
pekerjaan kontruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak
dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.

(3) Konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan yang
tidak mampu dilaksa_\x;iakan oleh masyarakat setempat.

' Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 13
Perencanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola meliputi:
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
jadwal pelaksanaan pekerjaan;
rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar dan/atau desain rencana kerja
sederhana; dan
e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

/e oo

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 14

(1} Untuk mendukung pelaksanaan swakelola, pengadaan barang/jasa yang tidak dapat
disediakan dengan cara swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia DBarang/Jasa yang
dianggap mampu oleh TPK.

{2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, TPK:

a. menunjuk 1 (satu) orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan dan/atau teknis
pekerjaan;

b. dapat dibantu oléh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau

c. dapat dibantu 01é_h pekerja (tukang dan/atau mandor).

(3) Khusus pekerjaan konstruksi bangunan, pembuatan dan/atau peningkatan jalan di
pedesaan, untuk méndukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan secara swakelola, TPK mengajukan pencairan dana kepada PKPKDes yang
terbagi tiga tahap yaitu;

a. tahap pertama, maksimal senilai 40% (empat puluh perseratus) dari nilai pekerjaan
untuk membiayai pelaksanaan kegiatan,

b. tahap kedua, maksimal senilai 40% (empat puluh perseratus)  setelah TPK

mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan tahap
pertama; dan



(2)

(3)

(3)

(1)

c. tahap Kketiga maksimal senilai 20% (dua puluh perseratus) setelah TPK
mempertanggungjawabkan 100% (seratus perseratus) dari kemajuan pekerjaan pada
tahap kedua yang telah dilaksanakan;

d. bukti pembayaran dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desa selaku
Koordinator PTPKD.

Pencairan dana tahap kedua dan tahap ketiga dilaksanakan setelah dilakukan sertifikasi
kemajuan pekerjaan.

Paragraf 4
Sertifikasi Pekerjaan

Pasal 15
Sertifikasi kemajuan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), dilaksanakan
oleh tim sertifikasi pekerjaan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
Tim sertifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)}, berasal dari tenaga ahl
dalam bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan keahliannya.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kader teknis masyarakat desa
setempat yang mendapat bimbingan dari pendamping profesional.
Dalam hal kader teknis masyarakat desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak tersedia, Kepala Desa meminta bantuan Bupati melalui Camat perihal bantuan
tenaga ahli infrastruktur yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan
umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 16
Sertifikasi kemajuan pekerjaan dilakukan dengan cara pemeriksaan sebagian dan/atau

seluruhnya hasil pekerjaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Pemeriksaan sebagian dan/atau seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama, yakni pemeriksaan terhadap 40% {empat puluh perseratus) dari target

. kegiatan;

b. tahap kedua, yakni pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh perseratus) dari target
kegiatan; )

c. tahap ketiga, yakni pemeriksaan terhadap 100% ({seratus perseratus) dari
keseluruhan target kegiatan,

Hasil pemeriksaan setiap tahapan oleh tim sertifikasi pekerjaan disampaikan kepada

Kepala Desa sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan

infrastruktur.

Paragraf 5
Serah Terima

Pasal 17
TPK menyerahkan hasil pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
rencana kegiatan. _
Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan
Pertanggungjawaban (I.PJ) kegiatan, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran yang sah;
b. dokumentasi kegiatan infrastruktur kondisi 0%, 40%, 80%, dan 100%:; dan
¢. lain-lain yang menjadi tanggung jawab TPK.
Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK wajib memperbaiki dan/atau
melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam rencana kegiatan.
Penyerahan hasil pekerjaan oleh TPK ke Pemerintah Desa dilakukan setelah pekerjaan
selesai 100% (seratus perseratus) dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.



Bagian Kedua
Melalui Penyedia Barang/Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 18
{1) Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun
memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
(2) Dalam hal TPK mengundang Penyedia Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa, harus
memiliki kriteria sebagai berikut:

a. memiliki usaha dengan alamat tetap, jelas dan dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman serta usaha yang masih aktif yang didukung dengan kebenaran usaha dari
Kepala Desa;

b. untuk pekerjaan kontruksi yang tidak sederhana, harus mampu menyediakan tenaga
ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan; dan

c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP).

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 19
(1) Dalam perencanaan pengadaan barang/jasa, TPK harus mempertimbangkan:

a. kondisi dan/atau keadaan lapangan yang sebenarnya;

b. kepentingan masyarakat setempat;

c. jenis, sifat dan nilai barang/jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan

d. kebutuhan barang dan/atau bahan.

(2) TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan nilai harga pasar setempat dan/atau
harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan biaya angkut
pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;

b. spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan) seperti:

1. kapasitas mesin {cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda
2 (dua);

2. kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer;

3. kecepatan transfer data (bandwith) untuk langganan internet;

4, dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gedung;

5. dan sebagainya; dan

c. khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar dan/atau desain rencana
kegiatan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 20
(1) Pengadaan barang/jasa meliputi:

a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000,000,00 (lima puluh
juta rupiah); -

b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah); dan

c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).



(2) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai denganRp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat{1) huruf a, adalah sebagai berikut:

a.

- h.

d.

TPK melakukan pembelian langsung atas barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;

pembelian dilakukan tanpa melakukan permintaan penawaran secara tertulis dari TPK
dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;

TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar-menawar secara langsung di tempat
Penyedia Barang/Jasa, dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;

Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian,
atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

(3) Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

(4)

a.

b.

TPK melakukan pembelian langsung kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa yang
sebelumnya telah dilakukan survey harga;

pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari
Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);

Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan daftar
barang/jasa {rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan)
dan harga;

" TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa

untuk memperoleh harga yang lebih murah dan berkualitas baik dan dituangkan
dalam berita acara hasil negosiasi;

Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian,
kwitansi untuk dan atas nama TPK;

TPK mengumumkan data pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih di papan
pengumuman kantor desa dan tempat strategis lainnya di desa sekurang-kurangnya
terdiri dari:

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

nama dan alamat Penyedia Barang/Jasa;

harga akhir hasil negosiasi dan/atau tawar menawar;

jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan

. tanggal diumumkan.
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Tata cara pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah sebagai berikut:

a.

TPK mengundang dan meminta 2 (duaj penawaran secara tertulis dari 2 {dua) Penyedia
Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa
yang sebelumnya telah dilakukan survey harga;

Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi daftar

barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan)

dan harga;

TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia

Barang/Jasa yang memasukkan penawaran,;

apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

1. dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses
negosiasi secara bersamaan;

2. apabila dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap
melanjutkan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa yang dapat memenuhi
spesifikasi teknis tersebut; dan

3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan
proses pengadaan.



(1)

(2)

e. apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 tidak
terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, kepada Penyedia Barang/Jasa yang lain;

f.  TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar menawar untuk memperoleh harga yang
lebih murah di antara kedua Penyedia Barang/Jasa tetapi tidak mengurangi jumlah
dan kualitas barang/jasa yang diadakan serta tidak memperpanjang masa penyerahan
barang atau penyelesaian pekerjaan dan dituangkan ke dalam berita acara penetapan
pemenang;

g. Ketua TPK dan Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat perjanjian yang berisi
sekurang-kurangnya:

tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;

para pihak;

ruang lingkup pekerjaan;

nilai pekerjaan;

hak dan kewajiban para pihak;

jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;

ketentuan keadaan kahar;

sanksi, termasuk denda keterlambatan; dan

tata cara pembayaran.

h. plhak Penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangani surat perjanjian
sebagaimana dimaksud pada huruf g, adalah pemilik toko, pemilik usaha dagang,
direksi dan/atau pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan
dalam Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut pengurus
dan/atau karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan

- mendapat kuasa dan/atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak

- yang sah berdasarkan Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar bermaterai cukup;

i. TPK mengumumkan nama barang atau pekerjaan dan Penyedia Barang/Jasa terpilih
di papan pengumuman kantor desa dan tempat strategis lainnya sekurang-kurangnya
mencantumkan:

1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;

2. nama dan alamat penyedia barang/jasa;

3. harga hasil riegosiasi dan/atau tawar menawar;

4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diumnumkan.

Dalam hal Penyedla Barang/Jasa akan menandatangani kontrak harus menyerahkan

jaminan pelaksanaan dalam bentuk bank garansi dengan nilai sebesar paling sedikit 10 %

{sepuluh perseratus)} dari nilai kontrak.
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Paragraf 4
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 21
Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan,
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah,
Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TPK.



(3)
(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

TPK melakukan negosiasi dan/atau tawar menawar dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperoleh harga yang lebih murah.
Untuk nilai pengadaan barang/jasa di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total
nilai pekerjaan yang disepakati.

Paragrafl 5
Pembayaran

Pasal 22

Pembayaran atas pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan
selesal sesuai ketentuan perjanjian,
Pembayaran atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada
Penyedia Barang/Jasa setelah:
a. TPK melakukan pemeriksaan barang/jasa yang dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa; dan
b. bukti lengkap dan sah.

Paragraf 6
Serah Terima

Pasal 23
TPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan surat perjanjian.
Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan, TPK melaporkan secara tertulis

kepada Kepala Desa selaku PKPKDes untuk melakukan penundaan pencairan dan

memerintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi
kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan di dalam surat perjanjian.

Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis kepada
PKPKDes melalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus] dengan
dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan. ’

BAB VI
FORCE MAJURE, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN DAN PERSELISTHAN

Bagian Kesatu
Force Majeure

Pasal 24
Force Majeure merupakan salah satu keadaan yvang terjadi diluar kehendak para pihak
dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
surat perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
Yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam surat perjanjian pengadaan
harang/jasa meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana sosial; dan
c. kebakaran.
Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang
terjadinya keadaan Force Majeure kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 7
{tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan Force Majeure, dengan menyertakan salinan
asli pernyataan keadaan Force Majeure yang dikeluarkan oleh pihak dan/atau instansi
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan Force Majeure
tidak dikenakan sanksi. .

(5) Setelah terjadinya keadaan Force Majeure, para pihak dapat melakukan kesepakatan
kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian kerja.

Pasal 25
Hal-hal yang merugikan dalam pengadaan barang/jasa baik melalui swakelola maupun
melalui Penyedia Barang/Jasa yang disebabkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian para pihak
tidak termasuk kategori keadaan Force Majeure,

Bagian Kedua
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 26

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan surat perjanjian kerja apabila:

a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa
sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender kerja;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki
kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh TPK,; dan

c. apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang. '

Bagian Ketiga
Perselisihan

Pasal 27
{1) Apabila terjadi perselisihan antara TPK dan Penyedia Barang/Jasa, maka terlebih dahulu
diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat yang dipimpin langsung oleh Kepala
Desa selaku PKPKDes.
(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kata
mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Raha.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 28

(1) Bupati dan masyarakat setempat, wajib melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

(2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
didelegasikan kepada Camat dan/atau Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas
Internal {APIP).

(3) Setiap pengaduan tentang pengadaan barang/jasa wajib ditindaklanjuti oleh Inspektorat
Daerah.



(1)

(3)

(S)

(6)

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 29
Penyedia barang/jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja,

- perbuatan atau tindakan sebagai berikut:

a. berusaha mempengaruhi TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara
apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen
perjanjian kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur harga
penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga
mengurangi dan/atau menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan
yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak
benar untuk memenuhi persyaratan pengacdaan barang/jasa;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan perjanjian kerja dengan alasan yvang tidak dapat
dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh TPK; dan

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.

Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikenakan sanksi berupa:

a. sanksi administratif berupa peringatan dan/atau teguran tertulis;

gugatan secara perdata; dan

pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang;

Penyedia Barang/Jasa dan/atau penerima kuasa dimasukan sebagai dalam daftar

hitam (black list) paling lama 2 (dua) tahun tidak dapat mengikuti pengadaan

barang/jasa tingkat desa dalam wilayah daerah.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b dan huruf ¢, dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditemukan penipuan dan/atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan

Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.

Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses pengadaan barang/jasa,

maka TPK: ’

a. dikenakan sanksi administrasi;

b. dituntut ganti rugi; dan/atau

c. dilaporkan secara pidana.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {5} huruf a, berupa teguran

dan/atau peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang

dilakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses pengadaan barang/jasa, maka
dapat diberhentikan sebagai pengurus TPK.

R T

Pasal 30

Apabila penyedia jasa konsultan perencana dan/atau tenaga ahli tidak cermat dalam
menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengakibatkan kerugian terhadap
Pemerintah Desa atas beban biaya APBDesa dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun
kembali perencanaan dengan beban biaya dari penyedia jasa konsultan perencana dan/atau
tenaga ahli yang bersangkutan, dan/atau dituntut dengan ganti rugi sesuai perjanjian kerja
yvang telah disepakati bersama.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk
pengadaan tanah untuk keperluan desa.

_ Pasal 32
Format pengadaan barang/jasa diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2015
tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2015 Nomor 30} dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

L.M. RYSMAN EMBA

Didndangkan di Raha
pada tanggal 1y - } _ 2017

SEKREARARIS DAERAH,
I') -~
NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2017 NOMOR

.......

PARAF KOORDINASH

UMIT/SATUAN KERJA | PARAPIIGL,
SEKDA KAB, MUNA » (Q-/

CASISTEN % y
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DAFTAR FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA

NO. FORMAT KET,

1 2 3

1 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK Form, 1

2 Pakta Integritas Form, 2

3 Surat Permintaan Penawaran Form. 3

4 Surat Penawaran Harga Form. 4

5 Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa Form. 3

6 | Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Form. 6

7 | Berita Acara Klarifikhsi dan Negosiasi Form. 7

8 Berita Acara Penctapan Pemenang Form. 8

9 Surat Persetujuan Penawaran Form. 9

10 | Surat Perjanjian Kerjasama Form. 10
11 | Surat Penyerahan Hasil Pekerjaan Form. 11
12 | Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan dan Back Up Data Form. 12
13 | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Form. 13
14 | Berita Acara Pembayaran Form. 14
15 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Form. 15
16 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Form. 16
17 | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Form. 17
18 - | Surat Pesanan Form. 18
19 | Surat Kesanggupan Kerja Form. 19
20 | Berita Acara Penerimaan Hasil Pek. Berdasarkan Surat Pesanan Form. 20
21 | Desain/Gambar Form. 21

PARAF KOORDINASH

UNIT/SATUAN KERJA | PARARTGL
SEKDA KAB, MUNA | o (AT

ASISTEN §

BAGIAN HUKUM ]
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v S




Form 1 : Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK Desa

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KEPALA DESA ........coooocie.
NOMOR ............ TAHUN 20.........

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA .........

N

TAHUN ANGGARAN 20......

KEPALADESA .....cociiiiiriicininnns
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Muna
Normor ...... Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan di desa;
baiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a ' diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
...................................... tentang Tim Pengeloia Kegiatan

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
vang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor .... Tahun 201 tentang
Desa;

10. Peraturan Bupati Muna Nomor ...... Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11, Peraturan Desa ................ Nomor ...... Tahun ...... tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... .

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ................... Tahun

Anggaran 20.....sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Kepala Desa ini;

TPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas

dan wewenang:

a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada tempat

yang strategis;

b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga pasar
setempat dan/atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan
memperhitungkan biaya angkut pengambilan atas barang/jasa yang
akan diadakan;
menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar dan/atau desain
rencana kerja sederhana;
menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
membuat rancangan surat perjanjian;
menandatangani surat perjanjian;
menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen  pengadaan
barang/jasa;
memantau kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi

. tanggungjawabnya dan selanjutnya dievaluasi setiap minggu untuk
pembuatan laporan bulanan;

j.  mempertanggung jawabkan realisasi keuangan dan realisasi fisik

yang menjadi kewajibanya; dan

k. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan

barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah
Terima Penyelesaian Pekerjaan.

/e

e

[

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, TPK diberikan honorarium sebesar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan
Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APEDes] .......... Tahun Anggaran......... :

Kepuﬁusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

; Ditetapkan di .......... e,
pada tanggal ................. 20...

KEPALADESA .............

............................



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ..............

NOMOR .......... TAHUN 20...
TANGGAL ........ccoe.n. 20....
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA........coovvvvevnns e
TAHUN ANGGARAN 20............
SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA........ TAHUN ANGGARAN 20.....
NAMA JABATAN HON?@F[UM KET.
2 3 4 5]
Kepala Seksi
.................................... Ketua Pembangunan/Kepala
Seksl i
---------------------------------------- Sekretaris Unsur LPMD
Perangkat Desa/
.................................. Anggota sesesssssssssanes | Unsur LPMD
KEPALADESA ............. .
(nama tanpa gelar dan pangkat)
"




Form 2: Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan
Alamat

............................
----------------------------

.......................................

Dalam rangka pengadaan ....................... pada Desa ... Kecamatan

........................ Kabupaten Muna, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme {KKN);

2. Akan melaporkan kepada pihak yang bersangkutan apabila mengetahui ada indikasi KKN
dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam,
digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.................... D] |

(nama perusahaan)

Materai
6.000

Jabatan



Form 3 :Surat Permintaan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK])

DESA ..., KECAMATAN ............... KABUPATEN MUNA
Alamat : JIN.
............................... 20...
Nomor @ e Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan
Lampiran S
Perihal Permintaan Penawaran di-

Pengadaan Barang/Jasa = eeiiieieseneee

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan
terdapat pekerjaan ..............cocoiiieiiii i
Adapun spesifikasi teknis yang kami persyaratkan adalah:
1. Ruang lingkup pekerjaan
2. Daftar barang/jasa:

No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan

.....................................................

Selanjutnya, apabila Saudara berminat dan bersedia melaksanakan pekerjaan
........................... tersebut, diminta segera mengajukan Surat Penawaran.
Surat Penawaran ditujukan kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa

............ ...Kecamatan .............. Kabupaten Muna dengan ketentuan sebagai

berikut: '

1. Surat Penawaran dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,00 dan
harus sudah kami terima tanggal .............. 20....

2. Surat Penawaran dilampiri:
a. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk pajak, bea
meterai dan jasa penggandaan;
b. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat
keterangan usaha dari Kepala Desa; dan
¢. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian surat permintaan penawaran pengadaan barang/jasa ini kami
sampaikan, atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

MENGETAHUT : TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KEPALADESA ........c..oon... KETUA,

......................




Form.4 : Surat Penawaran Harga

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

............................... 20...
.......................... Kepada
Penting Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
........ (-.....) Berkas Desa .....oooovviiiniiinin,
Penawaran Harga di-
Menanggapi surat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ..........ccoovvene... tanggal
.............. 20...Nomor : ........................ perihal Permintaan Penawaran Pengacaan

Barang/Jasa, maka bersama ini kami mengajukan penawaran harga untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut.

Adapun  harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar
| 34's JOTOURPT (e e e rupiah) dengan rincian
sebagaimana terlampir,

Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini kami lampirkan:

1. Daftar rincian penawaran harga barang/jasa termasuk pajak, bea meterai
dan jasa penggandaan;

2. Fotokopi Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat keterangan
usaha dari Kepala Desa; dan

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian. Surat Penawaran Harga ini kami sampaikan untukmenjadikan bahan
periksa, dan atas perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan

..............................




Form.5 : Daftar Rincian Penawaran Harga Barang/Jasa

'KOP PENYEDIA BARANG/JASA

DAFTAR RINCIAN PENAWARAN HARGA BARANG/JASA
TERMASUK PAJAK-PAJAK KEPADA NEGARA DAN BEA MATERAI

Harga Harga
No. - Jenis Barang/Jasa Volume Satuan Satuan 8
: (Rp.)
(Rp.)
Jumlah | e
it SR S RS ivh Snm s s mon s A R S SRR B SRR Rupiah)
............. T L . I

Direktur/Pimpinan

------------------------------

.............................




Form.6 : Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

& TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA .....iieinns KECAMATAN ............... KABUPATEN MUNA

ALATHAL T JIN. oot )
............................... 20...

Nomor  : ... Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan
Lampiran S e
Perihal Klarifikasi dan Negosiasi di -

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal ... 20.....

Nomor: ........cceevviiiinnnnnn. perihal Penawaran Harga, bersamna ini kami sampaikan

hal-hal sebagai berikut:

1.

Setelah menerima dan mempelajari isi surat penawaran harga Saudara, pada
prinsipnya kami tidak keberatan, tetapi berdasarkan harga penawaran yang
Saudara ajukan kami perlu melakukan klarifikasi dan negosiasi harga
terhadap penawaran Saudara tersebut;

2. Untuk keperluan dimaksud kami mengharap kehadiran Saudara pada:

Hari T

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan
terima kasih.

MENGETAHUT - TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KEPALADESA ................... KETUA,

...........................................




Form.7 :Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
NOMOR @ . riiiiiiieens

PEKERIAAN ...cconvusmmmansonasaersnsssnsssmmmssrssssmmsesssinssys sesvms

Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan ............. tahun .........oooeeenene. pada pukul
........................... WITA, dengan mengambil tempat di kami yang
bertandatangan di bawah ini telah melakukan klarifikasi dan negosiasi harga atas pekerjaan

Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .................... Kecamatan
Kabupaten Muna dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari

------------------------------------------------------------

Pada saat klarifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasa yang dihadiri

Olel co v menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari ............cccocoeevenennn. menyatakan telah menerima
semua surat yang berkaitan dengan proses pekerjaan

2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik dan
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan semoga kerjasama
yvang telah berjalan dapat dilanjutkan.

----------------------------

Adapun mengenai pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekerjaan tersebut

disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bé'samya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dari

adalah sebesar o T (
............................. rupiah)termasuk beban pajak dan bea materai;

b. Adapun mengenai rincian jumlah penawaran dapat dilihat dalam lampiran surat penawaran
harga;

c. Setelah dilakukan beberapa pembicaraan baik menyangkut negosiasi serta beberapa
klarifikasi maka kedua belah pihak secara bersama-sama telah menyepakati pengurangan
atas penawaran }?angildiajukan Penyedia Barang/Jasa dari

........................................

sebesar RpP. .. U rupiah}) menjadi sebesar
Rp. e, [ cmescstammnennrsoinmonsas sanssnmmsesnmnpnes aymsaas rupiah) termasuk beban pajak dan bea
materai yang harus dibayar PenyediaBarang/Jasa dari ..................cooeevvvnenn. dan selanjutnya

Penyedia Barang/Jasa dari akan membuat dan

raenyampaikan Surat Penawaranyang baru sesuai hasil kesepakatan ini dengan rincian
sebagai berikut:

.................................................

Harga Harga r—
Jenis Sat Satuan Satuan o Harga Negosiasi
No. .| Vol. . . | Penawaran :
Barang/Jasa uan Penawaran Negosiasi (Rp.) (Rp.)
(Rp.) (Rp.) o
1 2 3 4 5 6 7=(3x5) 8 =(3x0)
Jumlah L

d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga adalah bahwa
masing-masing pihak bersepakat untuk menuangkan proses kerjasama ini dalam bentuk
Surat Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga
disepakati dan ditandatanganioleh kedua belah pihak.



Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

................. .1 0

Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
................................... Ketua,

.....................................................

Mengetahui ;
KepalaDesa ...........covvnnn,

...............................




Form.8 :Berita Acara Penetapan Pemenang

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

NOMOR : ..o,

PEKERJAAN & i ettt et
Pada hari ini .............. tanggal ........... bulan ............. tahun ... pada
Pukul ......... WITA, dengan mengambil tempat di ... , kami yang
bertandatangan di bawah ini, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .................... Kecamatan
..................... Kabupaten Muna telah melakukan Penetapan Pemenang harga negosiasi atas

5153 143 s [ 1= o RO OO P PP PP PP PP
Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa .................... Kecamatan
................ Kabupaten Muna dengan pihak Penyedia Barang/Jasa dari

.............................................................

Pada saat penetapan pemenang harga negosiasi, pihak Penyedia Barang/Jasa yang
dihadiri oleh ..., bersedia memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Melaksanakan proses kegiatan yang telah disepakati bersama sesuai dengan harga
negosiasi dalam pekerjaan ...........cooeiiiiin
2. Menyelesaikan kegiatan sesuai waktu yang ditentukan dalam surat Perjanjian Kerjasams.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. s e 200

Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
........................ Ketua,

.....................................................

Mengetahui :
Kepala Desa .................o.

...............................




Form.9 : Surat Persetujuan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA ............... KECAMATAN ............... KABUPATEN MUNA
Ala;nat TSI )
............................... 20...
Nomor @ i Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan
Lampiran :@ ........ (even. JBerkas s
Perihal Persetujuan Penawaran di-

Berdasarkan berita acara klarifikasi dan negosiasi harga Nomor:

............................. tanggal ...................... 20..., maka pada prinsipnya kami
tidak keberatan dan dapat menerima dengan penawaran harga yang telah
disepakati sebesar Rp. ....................o0s (o e

rupiah).

Sehubungan hal tersebut, diminta kehadiran Saudara pada:

Hari D e e
Tanggal .
Pukul
Tempat ;o
Acara .+ Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.

Adapun surat perjanjian kerjasama telah kami siapkan sebagaimana
terlampir.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih.

MENGETAHUT : TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KEPALADESA ........covvvennee. KETUA,




Form.10 : Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: ..,
Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan .............. tahun ...

bertempat di ........coooviiiivii , kami yang bertandatangan di bawah ini:
I. Nama D e

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ..........cooee.....

Kecamatan ...............ceeeees Kabupaten Muna.

Alamat DodIn. NOMOr .....ooecvviinennnns,

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II! Nama L e

Jabatan v Direktur/Pimpinan ......coeovivevenineiineinerinenrirreiiieanaas

Alamat DOJdIN Nomor ..........ccceeeen.o.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.
Bahwa PARA PIHAK telah sepakat dan .setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama,
dengan ketentuan sebagai berikut:

-----

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

.....................................................................................................................

Pasal 2
NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk menyelesaikan pekerjaan dalam Perjanjian Kerjasama
ini adalah sebesar Rp. .......cccooviiiinnnnns (e rupiah) termasuk pajak
dan bea materai.

(1)
(@)

(4)

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

PIHAK KEDUA berhak atas pembayaran untuk penyelesaian pekeriaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya.

Pasal 4
TATA CARA PEMBAYARAN

Tahap Pertama senilai 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Surat Perjanjian Pekerjaan
untuk nang muka pelaksanaan kegiatan.

Tahap Kedua senilai 30% ({tiga puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai 50
% (lima puluh perseratus).

Tahap Ketiga senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai
90 % (sembilan puluh perseratus).

Tahap Keempat senilai 20% (dua puluh perseratus) setelah progress pekerjaan mencapai
100 % {seratus perseratus).



Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah ......... (eeeenerrnnenenrnns ) hari kerja mulai tanggal

................ 20... sampai dengan tanggal ................. 20...schingga pekerjaan harus selesai dan
diserahkan pada tanggal ...... 20....

Pasal 6
FORCE MAJEURE

(1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar
kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.

(2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA
PIHAK terbebas dari kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pasal 7
SANKSI

Apabila penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang telah disepakati PARA PIHAK,

maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

2. Membayar denda sebesar ...... % dari nilai pekerjaan dengan nominal sebesar
124 o TP PP rupiahj;

3. Gugatan secara perdata; dan/atau

4, Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Perjéﬁjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

................. ) vrrennenenreannns 20,
PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA
Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
.............................. Ketua,
Mengetahui :

Kepala Desa ..................ne

.....................................




Form. 11: Surat Penyeraban Hasil Pekerjaan

KOP PENYEDIA BARANG /JASA

............................... 20...
Nomor D v Kepada
Sifat : Penting Yth, Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Lampiran : ........ (soeers ) Berkas Desa .ccooccvviiiiiiiiiiinn,
Perihal : Penverahan Hasil Pekerjaan di -

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : ...... tanggal ........ 20.... maka perlu
kami sampaikan bahwa peKerjaamn ...........ccoooviiiiiiiiiiiiin i telah
selesai -dan dengan ini kami kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan
.............................................................. untuk diteliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi

teknis atau belum.

Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih. '

.................................




Form.12 : Sertifikasi Penerimaan Pekerjaan dan Back Up Data

SERTIFIKASI PENERIMAAN PEKERJAAN

Desa e 1 T T T T
Kecamatan LTI T
Kabupaten : Muna

Tanggal Vo emesennean s

Pekerjaan yang dapat diterima :

No. Jenis Pekerjaan Ukuran Lokasi Kwalitas
Bahan dan alat yang dapat diterima :
{ No. Jenis Bahan dan Alat Volume Keterangan

Tim Pengelola Kegiatan (TPK),
Ketua,

....................

Pendamping Desa




BACK UP DATA

No. Kté;?;at:n Sketsa o LDﬁnenSiT o Vol. Satuan
1 2 3 4 9 6 7 8 9
- . S
B Tanggal Sertifikasi Nama Jabatan Tanda Tangan
Kepala Seksi .......... -
. Kepala Desa.
.. |cendampingDesa )
“B;s;syarakat N s




Form.13: Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : ..o
PEKERJAAN : .......coovviviivnnnnnen, e
Pada hari ini ................ tanggal ........... bulan ............ tahun ................... pada
Pukul ............. WITA, bertempat di ......cocoviiiiviiiiiieieeenn, kami yang bertandatangan di

bawah ini secara bersama-sama telah melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah
dikerjakan Penyedia Barang/Jasa dari

............................................................

Pemeriksaan hasil pekerjaan dipimpin oleh Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
Desa  ivvveiiiiiienen.n. Kecamatan ..................... Kabupaten Muna dengan pihak Penyedia

Pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa dihadiri -oleh

...................................... , dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa v, Kecamatan
...................... Kabupaten Muna menyatakan telah menerima hasil pekerjaan yang telah
diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari............oooiiiinn... dan telah

sesuai dengan vang disepakati bersama;
2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan
vang telah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 {lima) dua diantaranya bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. R~ § B
Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
................................. Desa ...oooovviiiiinnnnnn.
Ketua,

........................................................

Mengetahui ;
KepalaDesa .....................

-------------------------------------




Form.l4 : ﬂerita Acara Pembavaran

BERITA ACARA PEMBAYARAN

NOMOR : .o,
Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan .............. tahun ..............00 bertempat

di , telah  dilaksanakan  pembayaran  atas  pekerjaan
....................................................... antara:
I. Nama )

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ....................

Kecamatan ..........oooovvvenens Kabupaten Muna.
Alamat UoJdINL e Nomor ........coovvvvnvnnn,

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama e eevrber it
Jabatan : Direktur/Pimpinan .........ooooiiiiiiiiiiiin
Alamat SRS 1 | 1 DU VPPN NOIMOE . oiiriieiiierainens

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: .......... tanggal
..................... 20... atas peKerjann ...........cccvreeveerrieeennnnnnnn. o telah membayar kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp. ..o P PSR PT IR Rupiah).

PIHAK KXEDUA  berdasarkan Surat Perjanjian Nomor ... tanggal
.................. 20... atas PEKEIJAAIN.......cciiiviiiriierr ey telah melaksanakan
PEKETJAAIL Lovvivvnieneereiiiiiianerrrrrai e esseananneraennae sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan telah
menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut sebesar Rp. i
(PR rupiah}.

Pembayaran  tersebut  disaksikan oleh ... , Jabatan  Kepala
Desa....covrvirenriiiiiinns Kecamatan .........cccceeeiieeniiinns Kabupaten Muna.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua} masing-masing bermaterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. g rreermneerennene. 2000
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
.............................. Ketua,

........................................................

Mengetahui :
KepalaDesa .........coovvvnenn.

.....................................




Form.l5 : Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR: ...,
Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan .............. tahun .................. bertempat
di , telah dilaksanakan penerimaan hasil pekerjaan
.......................................... antara
L. Nama L e
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)] Desa .........ccccoevinn.
Kecamatan ....................... Kabupaten Muna.
Alamat TodIL Nomor ......oovvvevevnennn,
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
II. Nama PO
Jabatan : Direktur/Pimpinan ........ccooeiiiiiiiii e
Alamat Y 3 T OO NOMOT cvvvieiiiiieiiiannnen.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima hasil
pekerjaan........cciiiiii e, dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Nomor: ................ tanggal ..................... 20....
_ PIHAK KEDUA telah menyerahkan hasil pekerjaan ........................o dalam keadaan
baik  .kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:

...................... tanggal ................. 20....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) masing-masingbermeterai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. s reeerneeneinens 2000,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
.............................. Ketua,

----------------------------

............................

Mengetahui :
KepalaDesa ...........cc.eehin

.....................................




Form.16 :Lﬁnoran Pelaksanaan Pekerjaan

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA ............... KECAMATAN ..........c.... KABUPATEN MUNA
Alamat : JIn. .o )
............................... 20.

Nomor D e Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa
Lampiran : ........ JBerkas e
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, di-

Berdasarkan Keputusan Kepala DeSA ..cooviiiiiiii Nomor:
.......... Tahun 20.......... tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa ..................oovinie
Tahun Anggaran 20..., bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa pekerjaan
......................................................................................................... telah selesai dilaksanakan
pada tanggal .............coeenl 20

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan ... sebagaimana

terlampir, (termasuk dokumentasi : 0, 50, 100 %)

Demikian untuk menjadikan bahan periksa dan guna seperlunya.

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
KETUA,




Form.17 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

NOMOR © v
Pada hari ini ............... tanggal ........... bulan .............. tahun ................ bertempat

Lo ) OO PP PSP , telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan
.............................................. antara
I. Nama S P

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ..................

Kecamatan ..........c.c.oooee Kabupaten Muna.
Alamat S 1 | « P U NOIMOT ..ioiiiiriiiaeennnns

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama L eererreere ey
Jabatan : Kepala Desa i, Kecamatan
........................... Kabupaten Muna
Alamat oJdIn. v NOmor .....coooovvievnviinnn

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menyerahkan penyelesaian hasil pekerjaan
............................................... dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan........................... dalam
keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

................. P RTOT . | §
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala Desa ........... eees Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Ketua,

........................................................




Form.18 :Surat Pesanan

TIM PENGELGLA KEGIATAN (TPK)

DESA ...l KECAMATAN ............... KABUPATEN MUNA
Alamat : JIn. ..o, )
............................... 20...
NOmMOT | civieeeveiinnininans Kepada
Sifat Penting Yth. Direktur/Pimpinan

Lampiran : -

.............................

Perihal Pesanan Pengadaan Barang/Jasa di-

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan .........c...oocoeiiiviiriiiiniiiennionnn, pada
pekerjaan.......c.oooeiiiinininnnn, PP PP , bersama ini kami
bermaksud MEemIESAT ....oo.iiiierinreieiirrriiieaesreeraeerasannerrrarees dengan rincian sebagai berikut:

No. Nama Barang/Jasa Volume Satuan Keterangan

terima kasih,

Demikian Surat Pesanan ini kami sampaikan dan atas kesediaannya disampaikan

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK}

KETUA,




Form.19 : Surat Kesanggupan Kerja

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

............................... 20...
.......................... Kepada
Penting Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
........ (......) Berkas Desa ..oooovviviiniveniiieenn
Kesanggupan Kerja di-

Menanggapi surat Saudara tanggal .... 20... Nomor : .........cccceevennen
perihal Pesanan Pengadaan Barang/Jasa, bersama ini kami sampaikan
kesanggupan kerja pada pekerjaan ...........c..coovvievieiiniiinienn, dimaksud.

Adapun harga barang/jasa yang kami ajukan adalah sebesar
[ 54 « T PP T rupiah} dengan rincian sebagai
berikut:

Harga Harga
No. Jenis Barang/Jasa Volume Satuan | Satuan g
(Rp.}
{Rp.)
Jumlah | .
(et et e e e e ae s rupiah}

Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungjawaban pengadaan
barang/jasa, maka kami lampirkan:
1. Fotokopi Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau surat keterangan
usaha dari Kepala Desa; dan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Demikian Surat Kesanggupan Kerja ini kami sampaikan untuk
menjadikan bahan periksa, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih,

Direktur/Pimpinan

............................

Materai
6.000




Form.20 : Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Berdasarkan Surat Pesanan

BERITA ACARA PENERIMAAN
PESANAN PENGADAAN BARANG/JASA
NOMOR : ...,

'Pada’ hari ini ............... tanggal ........... bulan .............. tahun
pesanan pengadaan barang/jasa antara :

i Nama U
Jabatan . Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa ....................
Kecamatan .......c.ceeevvninennnn Kabupaten Muna.
Alamat Y 1| ¢ T SRR NOIMOT ..vevieieiniannnnn,

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama L et etrereettaiareaaaneaian
Jabatan : Direktur/Pimpinan ........ooovviiiiiniiiie
Alamat S | - s DR PP NOMOT .ovovvrineevinerennss

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah menerima pesanan pengadaan barang /jasa

dalam keadaan baik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Pesanan tanggal ..................
20......... NOIIOT I .ooivierreenciiiniieniianes 20....

PIHAK KEDUA telah menyerahkan pesanan pengadaan barang/jasa dalam keadaan
baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pesanan tanggal ... 20.....
NOIOT © tvviveeiiereeennecaniirarrinns 20....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai
cukup dan mempunyai i<ekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. s errereneenenenens 200
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Direktur/Pimpinan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
.............................. Ketua,

........................................................

Mengetahui :
KepalaDesa .............ceevvs

.....................................
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OUT LINE DOKUMEN DESAIN DAN RAB

No FORMAT KETERANGAN
1 ISAMPUL Form. A
2 |RAB Rekapitulasi Form, B
3 JRAB Total Form. C
4 |RAB Detail Form. D
5 |TOS ( Dasar Perhitungan) Volume dan Analisa Konstruksi Form. E
6 |Gamabar Desainl( Tampak, Potongan dan detail ) Form. F

Format Survey Harga Satuan :

a. Barang/Material/ Alat Lokal Form. G.1
b. Barang Pabrikasi Form. G.2
c. Alat Berat Form. G.3
d. Upah Kerja Form. G.4

] 8 g;l;ipkljl?:il Survéy Harga Satuan Barang/material/ Alat dan Form. H
9 |Peta Situasi (Lay out) Kegitan Form. |
10 {Time Schedule Pelaksanaan Kegiatan Form. J
11 |Dokumentasi ( Foto 'O’ %) Kegiatan Form. K
12" |Rencana Penggunaan Dana Form. L




Format A: Sampul

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA........KECAMATAM........... KABUPATEN MUNA

Numa Kegiatan N

Lokasi Kegiatan Dusun :ovvviiirinnniiiann.
Desa:tccoveninnnnn.
Kecamatan fo.oovvivecrcrerrersnsene

Volume Pekerjaan Teeersnns M/ M2

Pagu Anggaran '

Sumber Dana Dana Desa : Rp....oocoeenneens voeense
Alokasi Dana Desa : Rp........... revesrrmenuee .

TAHUN ANGGARAN 20......

eIy

2|

-
Ty

KABUPATEN MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
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Format. C

_'LMA L I I XTI I mmTAN AL I XX IR Y)

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

A ANGGARAN BIAYA TOTAL

KABUPATEN MUNA TAHUN 20....

Kabupaten  : Sulawesi Tenggara No. RAB ¢ v
Kecamatan : MUNA Program ;| ...
Desa T eSO Jenis Kegiatan : ...............
Bidatig' o Ukuran/Dimensi: ...............
Sub Bidang :............. Nolime: o
Volume Kategori | Harga JUMLAH TOTAL
URAIAN Total ADD DD | Satuan | Biaya Satuan ADD DD
(Rp) (Rp) | (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) -
a=b+c b [ d e L g=bxf h=cxf
BAHAN .
1 {Batu Qunung — MY
2 |Pasir Pasang i VER B R
3 |Kerilkil Kali - M3 N - - T
4 |Semen 50 Kg _ zak ) )
5 [Besi Beton 12 mm Full (S Btg
6 |Dst. Btg
Sub Total 1)
ALAT
1 |Skopang B e e e
_2_|Cangkul : - ..Bh _— - S
3 |Sendok Semen | . Bh | = | —
4 |GergajiBesi | | B0 R [—
S5 {QergajiKayw | ) B e W
6_|Dst. _ _Bh I 3 B -
8ub Total 2)
YPAH
1 |Pekerja Hok
2 |Tukang Hok
Bub Total 3)
OPERASIONAL
1 [Operasional TPK 5% 1 Hok - - .
o Sub Total 4)
Total Biaya ADD
SUMBER DANA Total Blaya DD
Catatan :
Sumbangan lahan tidak dimasukkan dalam RAB.
Kategori Blaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
[-b Pembelian bahan hasil industri
1I-a Pembelian alat tangan
11-b Pembelian/penyewaan alat mesin
llI-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
11I-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan
..................... o e 20w

Disetujui Oleh :
Kepala Desa,

Diasistensi oleh :

Diperiksa Oleh:

PTPKD

Dibuat oleh :
TPK




Format. E

Kabupaten t MUNA Jenis Prasarana - ...
Hecamatan D e DASAR PERHITUNGAN Lokasi P
Desa TP, Volume H

Lisctujul Oleh :

1 Assitens: Glehe

i Perikasa Oleh

Dibuat oleh
TPK

Kepala Desa.........

PTPKD

Koodinator
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Format G.1

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA .......oe0ee..... KECAMATAN ..

veeeee... KABUPATEN MUNA TAHUN 20

HASIL SURVEY HARGA BAHAN /ALAT LOKAL

seee

Desa = ! s
Kecamatan : ...
Kabupaten MUNA
Harga Biaya
No Uraian Sat. | Pengolah | Transpor Haten Totas Ket.
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1|Pasir Pasang M3 3
2|Pasir urug, M3
3|Batu Gunung/Kali M3
4|Kerikil / Batu Pecah 2/3 M3
~ 5|Batu Merdh M3 »
~ 6|Tanah Txmbun;an___ B M3 | ) ) B
T _Su'tu / Tasirtu M3 - - - ) )
~ 8|Kayu I Dolken btg e o |
9|Papan Beklsung/ Cor kayu klas IlI M3 | )
10|Kayu Balok 5/7 Klab 11 M3 .
11|Kayu Baluk 6/ 12 Klas 11 M3 o .
12|Kayu Balok 8/ 12 Klas l] M3
13|Papan 3 cm Klas 11 M3
14 |Papan 2 cm Klas Il M3
15|Balok Kayu Jati 8/15 (kusen) M3 -
16 Papan Kayu Jati 3 cm ) M3
17 |Permainan Ayunan dr Besi _ set B
18|Permainan Papan Luncur dr Besi set. I R
19|Permainan Papan Keseimbangan dr Besi ~set I o - o
20 Alat Pcrmaman Edukatif / APE Ls | - - - »
21 MeJa (.zuru 1/2 Biro | bh - N I
22|Kursi Guru bh . : [ SE——
23|Lemari Buku o bh ) o
24 Me";a Slswa( e bh ) o )
25|Kursi Siswa (KﬂyuL - ~ bh - o o
26 |Kursi Siswa (Plastik) _bh
27| o o S
30 R . =S =i i SR TR IS HS et it CE— e ——
31 A B 3 - )
32|DBL. ..ieanisss
Disetujui : Dibuat oleh :
Kordinator PTPKD, Ketua TPK,
e e e e O et ) (esrrmsrersmmmraneenssersssss sassasnses )



G.3

Format

-----------------

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

KECAMATAN ..... saseusies KABUPATER MUNA TAHUN 20....

HASIL SURVEY HARGA ALAT BERAT

Pesa. L essseisriiivediens
Kecamatan i e
Kabupaten : MUNA
Kama dan Alamat Suplayer
No. Jenis Bahan / Alat Satuan m s T - - o o———; Keterangan
ewa o ewa
Alat per Jam Biaya BBM Biaya Operator ger Jam
a b c d e it g=f+d+e h
-1 | Motor Grader = Unit e o o R B R IS
2 | VibroRoler Unit B B
T 3 Excavator | Unit ] S
4 | Whellloader _Unit L . o . S ]
| S | Buldozer D3 S, Unit | I . 1 * R, .
6 | BuldozerD6 Unit o S R N 1
7 | DumpTruck,3m3 _Unit SO B j (PO Y S A
| 8 | Mobilisasi / Demobilisasi Unit B I S
9 | 6T T Unit

Mengetahui :
Kordinator PTPKD,

Dibuat Oleh :
Ketua TPK,



Format G.2

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
* DESA ......o00eeeeseee KECAMATAN ............... KABUPATEN MUNA TAHUN 20....

HASIL SURVEY HARGA BAHAN /ALAT PABRIKASI

Desa
Kecamatan
Kabupaten

No.

Jenis Bahan / Alat

' Nama dan Alamat Toko Bangunan

Harga Toko

By. Transport

Harga Total

Keterangan

Bahan

© X0 | B (|-

Il
i
|
|

Alat

Mengetahui :
Kordinator PTPKD,

Dibuat Oleh :
Ketua TPK,




Format G.4

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA .oovvvveveeenese. KECAMATAN ....co0eevee... KABUPATEN MUNA TAHUN 20....

Hasil Survei Harga/Upah Tenaga Kerja

Desa o S S I~
Kecamatan § s
Kabupaten : MUNA

Nama dan Alamat Tenaga Kerja

No. Jenis Tenaga Kerja Satuan |Nama : ..... veee  |Nama : coeeeneene. Nama : ..c.oeeee Keterangan
Dusun : ....... Dusun : ....... ¥ Dusun : .......

1| Pekea | Mok | | L

2 | TukeangBatu | Hok

3 | TukangKayu | Hok | | S, T
4 | TukangBesi | Wek |~ O\ L

& Mander o HGE |  e

6 | Dst. ) NS "R e
i - S - — SR * SR — =

Dibuat Oleh :

Mengetahui :
Ketua TPK,

Kordinator PTPKD,




Format H

DESA ....viinie, v KECAMATAN ..o KABUPATEN MUNA TAHUN 20....

DESA ...

EYEETTY

veennnersnnnes KECAMATANA .o,

REKAPITULASI HASIL SURVEY HARGA BAHAN/MATERIAL/ALAT DAN UPAH

HARGA LOKAL PPN TOTAL
URAIAN SATUAN 10% HARGA PEMBULATAN Ket
Rp. fRp)

A BAMAN
1 Pasir M3 Tiba di jokasi
2 I3atu M3 Tiba di 1okasi
3 Semen Tonasa Zak Tiba ds lokasi
4 Kerikil M3 Tiba di lokasy
$  ‘Tanah Urug M3 Tiba di lokasi
6 Batako Biji Tiba di lokasi
7 I3t 12 mun Rulang Tiba di lokasi

Dst..........
) MOBILER
1 Lemari Kayu Klus | ‘Buah Tiba di lokasi
z Ranyang Periksa " Buah Tiba di lokuss
3 Kursi Tunggu Buah Tiba di lokasi

Dst..
C ALAT Tiba di lokusi
| Ember Cor Huah Tiba di lokasi
2 Gergyji Buah Tiba di lokasi
3 Keranjang Buah Tiba di lokasi

Dst.ciins
D  UPAH
1 Tukang HOK
2 Pekerja HOK

Dst..

e rseeeteens e 20...

Dyisetujui vleh .
KEPALA DESA

4 Assistenst Oleh
PDTI Ker.....

Koordinator PTPKD

13 Periksy Oleh

Dibuat Oleh,
KETUA TPK
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Farm. K

A —
FOTO KONDISI AWAL (0%)
KEGIATAN: ....ccccneniiirnctcnninnsacssracnsas

LOKASI (A)

LOKASI (B)

LOKASI (C)




